
PROVINSI ACEH 

PERATIJRAN BUPATI SJMEULUE 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANO 

PRJORJTAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 

KABUPATEN SIMEULUE 

BISMILLAHIRRAHMANIR.RAHIM 

DENGAN NAMAALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAH MAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SIMEULUE 

a bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu 

menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di 

Kabupaten Simeulue; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Kabupaten Simeulue; 

1. Undang-Undang Norn.or 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negsrcr -

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4633); 

3 · Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang .... 
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- ~t -._._.,im u\.\ trl.,h l)('\11(' tl , k ,ti tc·mkhir tliul ,h 

1~m nl.m .. ~- nfat\~ 1mr '> ),hun :w t, tc-ntm~ 

~nit .\h m K. ht{\ At,u~ Un hu~•Und m~ Nomor :l, Tnhun 

1-4- knt.u~, l' m<'rintnlum D ,c-mh (l<"mbnnm Nr~ m 

1«-puWik h\ fo \t'\.~h 1',hun O I Nunor 58, n,m ooh m 

l~.m ~\nm c:"~,\n\ R<'publik Ind n<"~ in N,lm r 5 ,7<>); 

5. Un t~\J\.~•Und.mg Nt mor Tnhun o_o tc-nl m" Penetnpnn 

~tunu, l'\'.merinmh Pt-.r,i1g.mti Undttng-Undnng Nomnr 1 

1\ihun -010 rentang Kebijak"1m Keum\gtm N<' J m d m 

tabllitasi . ·s~m Keuangan untuk ~nnngnnnn Pnndemi 

Chrona tuus Disease 019 (COVID-1 ) dnn/otnu dala m 

rangka knghadapi Ancaman 'lmg Membahn ·ok-an 

Pcrckonomian Nasional dan/ atau tabilitns Sistem Keuangnn 

menjadi Undang-Undang (Lembarnn Nt-garn Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembarnn 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

6. R:raturan Ptm~tah Nomor 43 Tuh\Dl 2014 te-ntang Pernturnn 

A::laksanaan Undang-Undang Nomor 6 TuhWl 2014 ten tang 

Desa (Lcmberan ~ Republik lndonesia Tuhun 2014 Nomor 

12~ Tambehan Lemberan Negara Republik lndonesia Nomor 

55.>~) seoogaimana. telah diubah beberapa. b.'1\li ten,khir dengan 

R:raturan Pemcrintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tong Pe..rubahan 

Kedua Atas J\':raturan Pemerintah Nomor 43 Tnhun 2014 

tentang R:raturan ~aksanaan Und..-mg-Undnng Nomor 6 Tuhun 

2014 ten.tang Dcsa (Lcmbaran Nt"g81'8. Republik lndonesia Tuhun 

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran N~ R publik 

Indonesia Nomor 6321); 

6. ~raturnn ..... 

Dipindai c1e,_, camsc.,._ 
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nunl ,h \t\ l mt mm NC' ,m 1-kpublik lnrlnnt~ , No n .-

ocl ~,im:ma tl'-lnh diut ,h tkt m Prmtumn Pt-mrnnl ,h N mur 

Tnhun lfi trnt u~ 1\-nab.,h n Atns Pt-mtumn ~mrrintnh 

Nomor 60 n,hun · 014 tfnhu~ D-tn lk~ il ng lkrsumbt-r d ri 

At\.~ mm Pt-nda1, 11 m dnn lklan~, N<>~ ,m (tcmbmm Nc-gam 

Repuhlik lndOll('sia Tllhun 01 N mor 57, Tnmh1hnn L<-mbrunn 

<"g"atn Repuhlik Indonesia Nomor · - ); 

8. ~mtumn Prt-siden Norn r 5 T hun 01 7 tent ng 

~Jak"'Sallaan Pencapaian Tujuan Pembangunan ~r-k<el njut n 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 201 7 om r 

136); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tohun 01 

tentang ~c,elolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tuhun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pem~aunan Daerah Terti.nggal da n 

Transmioorasi Nam.or 17 Ta.bun 2019 tentang ~oman Umum 

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (~rita 

Negara Republi.k Indonesia Tu.bun 2019 iomor 1-61) 

11. Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertin___~ d, n 

Transmigrasi Nomor 13 Tohun 2020 tentang Priorit s 

Penggunaan Dana Desa Tohun 2021 (Berita Nega.ra Republik 

Indonesia Tuhun 2020 Nomor 1035); 

12. Pcraturan Mentcri Keuangan Nomor / ~IK.07 / -

tentang Pcngclolaan Dana ~ (13(-rita ~ml Re,publik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 

13. Peraturan Bupati Simculuc Nomor 78 Tahun 0 l • knt ng 

Pcngclolaan Keuangan lksa (Derita Daerah ~ bup; ten 

Simeulue Tohun 2018 NomQr 76) scbagaiman ~~:rapa kali 

telah diubah terakhir dengan Pttaturan Bup;.tti ~utu~ 

Nomor 45 Tahun 2020 tentang pcrubahan k--e-tig1 1ras 

Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 201 tcntang ~~l an 

Keuangan Desa (Bcrita Daerah Rabupatcn Simc-uluc Tahun 

2020 Nomor 45.); 

Dlpindal dengan camScanner 
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Pasal 1 

Dall\m Peroturan Bupati inf yang dimaksud dengan : 

l. Desa adaJah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepenti.ngan masyarakat sctempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asaJ usul , 

dan/atau hak tradisionaJ yang diakui dan dihormati dalam 

system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi 

Desa yang ditransfer melalui anggaran pcndapatan dan 

belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pcmbinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

3. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak 

yang merupakan warisan yang masih hidup dan prnkarsn 

Dcsa etau prakarsa mesyarakat Desa sesuai dcngan 

perkembangan kehidupan masyarakat. 

4. Kewenangan .. .... 

Dlpindal dengan camScanner 
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menyepllkutl hltl ynng b rAlfut AtrulcglA. 

6 Perangkat Doeruh ndaloh ummr pcrnbuntu kcpulu Oucru h 

dan Dewan Perwakjlan Rakyu l t>ocrnh rlnlum 

penyelenggaraan urusan pemerintahun yang mcnjudl 

kewenangan daerah. 

7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerin tah adolah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

8 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggara kan 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

9. Pemerintah Oaerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah 

sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

IQ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure 

penyelenggara pemerintahan Desa. 

11. Rencana Pembangunan Jangka 

selanjutnya disingkat RPJMDesa, 

Menengah Desa, 

adalah Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun. 

12. Rencana ...... 

Dipindai dengonc..mscaone,-
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12 Rencana Kerjn Pemcrintah Desa, selanjutnya disebut 

RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untukjangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

13. Anggnran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APBDcsa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program 

dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan 

dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan 

Dana Desa. 

15. Padat Karya Tonai Desa adalah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, 

yang bersifat produktif dengan mengutamakan 

pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi 

lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

16 Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh 

faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 

(COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga 

mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, 

ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis 

manusia. 

17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa 

yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan 

kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan 

dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan 

cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 

18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan 

pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang 

bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima 

manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan 

melalui musyawarah Desa. 

19. Sustainable ..... 

Dipindai c1e,_, camsc.,._ 
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19. Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat 

SDG adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa 

kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, 

Desa peduli kesehatan, Desa peduli linglrungan, Desa 

peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa 

berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

21 Tenaga Pend amping Prof esional adalah tenaga professional 

yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan 

daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas 

pendampingan ditingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan 

provinsi. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mengatur: 

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan 

b. Pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa 

Tahun 2021. 

Pasal3 

(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan: 

a Perangkat Daerah yang membidangi Desa dalam 

memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status 

perkembangan Desa;dan 

b Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan 

pembangunan Desa. 

~ Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimak:sud 

pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip: 

a kemanusiaan; 

b keadilan; 

c. kebhinekaan;. 

d. keseimbangan ..... . 

Dlpindal dengan camScanner 
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J>t:1,,k ·mmm l'tlmila J>,:11y_Y,1m1)sm IJ:ms, I►- a 'fnhun 

2021 . 

(2j Pedoman tckni p;lak~mwn ~ny¥,una;m fr,ma D~ · 

Tahun 2021 ~ ba..gafrnamt dimaktsud p)da ayat (JJ 
t.er-cantum daJam wmpiran yang merupak;m t~y_um 1ida.k 

terpi,wikan dari Perat.ura..n Bupati ini. 

BABU 

PRJORJTA.'3 PENOOUNAAN DANA DESA 

Pasa15 

(l) Prioriw Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimakl ud 

da1aJn Prusal 3 ayat (3J huruf a diatur dan diurua oleh Desa 

berdasarkan kew~n Desa. 

f2J Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) diarahkan untuk program dan/atau kegjatan 

perc.epatan pencapaian SDGs Desa melalui: 

a. pemulihan ekonomi Nasional seauai kewenanganDesa; 

b. program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa;dan 

c. adaptasi kebiasaan baru Desa. 

Pasal 6 

{l) Penggunaan Dana Desa untuk pemuJihan ekonomi 

n.asional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud 

daJa.m Pasal 5 ayat (2J huruf a diprioritaskan untuk 

pencapajan SDGs ~ melalui: 

a. pembentukan ..... 

Dlpllldal denge,,CamSc-
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t:JDON I} 1111, Ill l111111: 

Lt, p ndulttllll I) IHI, pemot111m potr.nril ,lnn 1mmh,mJRyo, 

clnn p011,<omlJonRon f r,knoloBl lnformR i d;rn 

kurmrnlko81 tJChOl{lll upoyu mem~rlWJfl kemltraan 

untuk p mbflnKunon DcHo, 

b. pongemhonp,LH1 DcHa wltiata untuk pertumbuhan 

ckonoml oe,m mernto; 

c penguotnn ketohnnon panwm dan pencegahan atunting 

di Oet1a untuk mewujudkan DcRa tanpa kelaparan;dan 

d Oesn lnkluslf untuk mcnlngkatkan kcterlibatan 

percmpuan Dcsa, 01.'Hta damai bcrkeadilan,scrta 

mewttjudkan kclcmbagaan De11a dinamh, dan budaya 

Deen n.daptif, 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adapta11i kebiasaan baru 

Deem sebagolmana dlmaksud dalam Passi 5 ayat (2) huruf 

c dlpriorit:askon untuk pencapaian SDOs Dcsa, melalui: 

a. mcwujudkan Deaa echet dan ujahtcra mclalui Deaa 

Aman COVJD-19;dan 

b. mcwujudkan Dcsa tanpa kemlskinan melalui Bantu.an 

Langsung Tuna! Dana Desa. 

(4) Bantuen Langsung Tunai Dana Dcaa sebagaimana 

dimaksud pa.da ayet (3) huruf b dilaksanakan sesuai 

dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

BAB •.... , 
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, \,~\\hi 1 \ \\;\ 1 h11fltlh11,11111 1ll111,1lrn111l p,11ln 11yf11 (1) mc11Jaui 

I ,h\\\\1\1\ I\ \1\1 I l\\ll1h lh All 11,1111111 pt•tl IIRUt1u11 QF111u11 Dcsa 

\ \\\ t llh 11 ,1\\11· 11\\ll~t, lllll l~I\I' lkM, 

') I 1\i\lll I Ill 1111 11\ 1'1 !tu ltr~!j l~11ggt1111.Ht11 Uana Dcsn 

\ \~t\ 1\\1\1\1\ "llnolHHhl 11:1tl1:t ft.YRL (I) dllaksanakan 

\\\ \I~ kt\ll tl:\IH\pf\\\ pttt~lltf\llElr:Hi J::Jembangunan Desa 

~ '"'"' 11 l\t}.AI\ k~lt'l\lmrn petalutau pcruttdang-undangan 

"'t2. \W llt\flhll' tll~llgcl\al pedo11111n umum pembangunan 

,h\\\, \\\~hlf\Y1uu, n1Mynl'0ltut t>esu. 

\'aMl l\ 

I) l trtk~f\llMl\ pt MttUU thm/nlaU keglatan sebagaimana 

lltm~k u l th:1lt\ll\ i>aMI 5 "-YEtt (1) dllakukan melalui 

"'"'""· Ioli\ ll~n""-t\ 1n~ntl"-Yl1gtlt1t!kan sumber daya local 

' 11, 

~ ) ,,nk loht ~ Wglllnumn dltunksud pada a.yat (1) diutamnkan 

mcn~mrnknn l)t)ht l:\\tlat l<:11rya Tunal Desa. 

(,\) l mhmt:um IJ"tJtt.t l{tuya 'rumli Desa sebagaimana 

tlhllflk \HI l)l\tlft J\Ylll (~) t.Hulukl:11.dkan untuk Upah pekerja 

llt\lh\N tllklt , 0% (llttU\ puluh persen) dari dana kegiatan 

I \tli\l l't11 ,1 '1\mnl O 8(\, 

( I) lk• d '""R tl~u11nkrrn untuk mendanai pengembangan 

kt\l 1 ltM mM i\fflknt dltnkuknn tnelalui swakelola oleh 

I n "'"" bht:l,rn kcrjt11.u1n1tt tmtar DeM. 

(fi Swnk It ht oleh btt.thu1 kcrjm~nma antar Oesa sebagai-mana 

tlhnok ud t)ildri nynt (4) dllttkM1111kan sesuai dengan 

k t nhum prtt1tu ,u, pcrundaug-undan.gnn. 

Pasal ..... 
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Pasal9 

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegia tan melalui swakclola 

sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 8 ayat ( 1) dapat 

dilakukan dengan cara kerjasa ma antar desa dan/atau 

kerjasama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa 

dengan pihak ketiga untuk melaksanakan program 

dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa. 

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa; 

b. menyampaikan usulan program dan/ atau kegiatan; 

c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan 

dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa;dan 

d ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa. 

(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan 

masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa. 

Pasal 11 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari 

RKPDesa. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) d.isusun berdasarkan: 

a. data yang dised.iakan oleh Kementerian;dan 

b. aspirasi masyarakat Desa 

(3) RKPDesa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

dalam penyusunan APBDesa. 

BAB ...... 

Dipindai dengar,CemS<:.....,,. 



BABIV 

PE~ETAPA..~ PcL ·ac ~~M!\ D ' 'A oe .. 

MEND K 'G PROGRA!i PRlORITA.S PEME !i'TJ.H 

KAB PATE!f 

Pas.al 12 

Lamp:ran 

l Prioritas ~nggunaan dan.a ~ ~ba"~_:-...a -:_:_~~ u:. 
pada pasal 11 ayat (1) mendwrung p,-~!n Prinrir;,. 

~merintah Kabupatni.. 

(21 Program prioritas ~merintah Kabu~.....ten Y::OO~l::-..2.m:i 

diroak<:>ud pada ayat (1) wantaranya: 

a. Program KeJau:tan dan .Perikanan dalam re~ 

peningkatan pendapatan 'ela.yan. 

b. Program pertaoiao daJam ranfl,ra JW:JWul-amg 

ketahanan pan,gan bernpa l-l••masa Seubel/ HL.mla.~ 

Heuba. 

c. Program Perkebunan d.aJa.m rang'&i pm:in,!J,-v;tan 

pendapatan masyarakat berupa pt"tlga<W! n brJi:t. 

d. Program Pnididikan dalam rangka ptningkarran. 

sumber da)'"'cl manusia beru:pa penr,3daao fasilit..as 

pustaka Desa. 

e. Program satu Desa sa:w. Hafizh dalam rangka 

menciptakan generasi religj, cerda5 dan 

berpengrtahuan. 

(3) Prioritas Pmggunaan Dana Desa daJrun mendukung 

program Pemerintah Kabupaten dilaksanakao metlfJ}ruti 

tahapan pereTIC3D33D pemba.ngunan Desa sesuai ~ 

ketentuan peraturan penmdang-undangan yang m.cngatur 

mengenai pedoman umum pembangunan dan 

pemberdayaan .masyarakat Desa berda.sa.rkan basil 

musyawarah Desa yang tertuang di dalain RKPOcs. 

BAB ..... . 

Dipindai c1e,_, camsc.,._ 
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BAD V 

PUIH,ll<A8f DAN PP:LAPORAN 

Uaginn kc atu 

Publikm,i 

Pasal 13 

(I) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. hesU Musyawareh Desa;dan 

h data Desa, petapotensi dan sumber daya pembangunan, 

dokumen RPJMDesa, dokumen RKPDesa, Prioritas 

Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa. 

(3) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi 

kegiatan, dan besaran anggaran. 

(4) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pa.eta ayat (3) 

paling sedikit terdiri dari : 

a. APBDesa Awal; 

b. APBDesa Perubahan; 

c. Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 14 

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dilakukan diruan.g publik yang mud.ah diakses oleh 

masyarakat Desa. 

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

dilakukan secara swakelola clan partisipatif. 

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasi.kan 

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang 

public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan 

Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan 

dan/atau tertulis. 

Bagian. .... 

Dlplndal dengan Can,Sc......., 
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1'11 111 I , 

( 111 p11l 11 I h• 11 111111y11111p11 lk1111 l11pot1111 II' ,w111p11n l'rlorito 

1'1•11 rn 1111111111 I )111111 I k II hp11d11 ll11putl mr.l11lul pcrnnv,kn t 

1>111•11111 y,111 1( 11 ir11il1ld,11111.l 1>,· 11 d11n C 1111111t. 

(~I I< p11l 11 I),· 11 11w 11y11111p11llw11 l11p11r,u1 p r. n c l11p11n l'rlorilu R 

1'1•11 µJ< 1111111111 I )u1111 lk ru1 k c p11d11 Mr.ntcri mclalui 

K, 11ir·11tr· r l11r 1. 

(:1) l,11p 111111 "n lwv,111,11111111 cllm11k,u11I p1ul11 nyul (2) di1m mpaikan 

1fol11111 hc11t11k clokumr.n cllKilul menggunakan system 

lnftu11111NI Dc,Ku yflflf( dh,edlnkun ok:h Kementerian. 

('1) P nyumpnlnn l11poron Rebngolmonn dimaksud pada ayat (I) 

dun nynl (2) paling lama l (sotu) bulan setelah RKPDesa 

cllktupk,m, 

(5) Loporon Penet.apan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

sebagoimana dimaksud pada ayat (1) tembusan 

dlsampaikan kepada lnspektorat selaku Aparat 

Pengawaean Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten. 

BAB VI 

PEMBINAAN 

Pasal 16 

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, 

pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 

tJecara berjenjang. 

(2) Pembinaan eebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 

dlllmpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dibantu oJeh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak 

ketiga seeual dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

BAB ...... 

Dlplndal dengan Can,Sc......., 



HAil VII 

J<J,;Tl•,NTOAN LAIN-LAIN 

f'll Afil J 7 

(1) Dnlnm hut tcrd11put. urnhun kr.hijaksin J'r.rnt:rlnt.:,h, l'rirnit.:, ,, 

Pcnggunann Osmu Dc,m diluknflrwk:m ,,Jd1 lk tJ ;1; .11:1 i 

dcngan kctentuon pc:raturon pcrundan~•un<fonv;m, 

(2) Dalam hal Qonun RKPDcna tclah ditt;UJpJwn ,,J,;h 

Pcmerintah Dc,m, wajib di scsua ikan kcmhali dt,11v;,n 

Peraturan £3upati ini. 

PasaJ 18 

Tata kelola keuangan pelaksanaan Priorita !'t Pcn~,guna.an Dt1na 

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan pc.-rundang

undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Jr • .euang;.m 

Desa. 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundang)r_.an. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue. 

Ditetapkan di Sinabang 
Pada tanggal 16 Februari 2021 M 

04 Rajab 1442 H 

JJ , 

Diundangkan di Sinabang 
pada tanggal 16 Februari 2021 M 

04 Rajab 1442 H 

SEKRETARIS D!!~ 
UPATEN ~/-ULE, 

AHMADLYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 20'21 NOMOR 6 

Dlpindal dengan camScanner 
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l.i\MPll~i\N : l'lmA'l'lll~i\N JIIJl'/\TI IIIMl•:u1.u,,: 
NOM<rn t, TAIIIIN '..!021 Tl~NTANO 
\ 11HOIUTi\\\ l'l~N<\C\\INAAN DANA 
1)1•,:IA T/\IIUN '.W2 I l{AIHJl'/\Tf':N 
IIIMIWl.tlK 

l'l'llOMt\N Tl\l\NIH l'ICI.Al<:IANAAN 1'11:N<l<llJNAAN 1>/\NA l>IW/\ T/\JIUN 2021 

l<Alllll'l\'1'11: N tllMIWl.lJl r, 

A. Lntnr lklnknntt 

Ill\ IJ I 

PICND/\1 llJl,lJ/\N 

Corono Vim. Di. rn. 2019 (COVID -19) lelnh menlmbulka.n korban jiwa 

don kcru~lnn mnterlnl ynntt flemnkln be1mr, Rehingga berimplikasi pada aspck 

~o · iol, konoml dam kesejnht.ernnn mttRyarakat. Penggunaan Dana Desa 

Tl hun 2020 tcloh dlprlorltaskan untuk pcnanganan COVID-19. 

Kcgintnnnya berupn Dean t:anggap Covld 19, Padat Karya Tunai Desa dan 

Bnntuon Longsung Tunal Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat 

dnptnsi keblnsonn baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana 

Dcsa Tnhun 2020 Jugo. difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 

don Pndo.t Kruya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa 

melnlul Bndan Usaha Mllik Desa. 

Penggunoan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jarring 

pengornan sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional, 

mencakup sector strategis Nasional. Sektor strategis Nasional meliputi: 

1. snrana/prasarana energi; 

2. sarana/prasarana komunikasi; 

3. sarana/prasorana pariwisata; 

4. pencegahan stunting; dan 

5. pcngembangan Desa inklusif. 

B. Tujuan 

1. Membcrikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk 

pemulihan ckonoml nasional, program prioritas Nasional, dan adaptasi 

kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDOs Desa. 

2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peneta.pan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, 

pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Dlplndaldang,an C&mScame< 
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\ '"' \\ " ,~ I\ " 

\\ \\\ t,, \ 'I\H '\\1\11111\ 1)11111\ lkH11 tlltl11H11t'k1111 p11d11 prlirnlp: 

\ , K 1\\1\l\\l , ,,, 1ul11l11h 1w11••11t11111111111 h11l< •hnlt d111mr, l111rk111 dnn murtobat 

,,, '"'' \n; 

. h '"' h\\\ , l1ll11h l'<'ll ►'"ll\1\11\IHI p«•111t·1111h1111 hnk <11111 kepentlngnn r1cluruh 

w "~ \ \\ • , tlll\l'l\ 11w111brcl11 •l1t·d11k1111: 

,\, K hh 1w"n1H\ ml11l11h pc'll ►tHlm1111 111111 pc11ghorm11tnn terhudop kcaneka 

1 ,~ '"' m h\111 wn 111111 kc•urif11n l1wnl Rrih11g11I pcmbentuk kcsalchan social 

\ ·,,t ,. 1rk11n 111111 -nllul krn11m11Ml1111n u11lverMnl: 

.\ , Kr. rlml'llll\Rlll\ nlt11u 1Hlnlnh prnt,tutnmnnn pernwnt.nn humi yang lestari 

\U\t\lk k l'<'rh11\lnt11n krhl<lupnn numut1ln;dnn 

, . 1'r1 - tHinNUI\ N1udonnl ndnlnh penRUtnmnnn pelnksanaan kcbijakan 

:ttl'lltt'NI~ nn~lonnl untnk m wujudknn kesejnhteman rakyal. 

BAB 11 

PR10R11'AS PENOOUNAAN DANA DESA 

A. ~DO~ De~n 

Und1mg•Undnng Desn memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa 

1 d lnh menlnRk-ntknn kesejahteraan masyarakat Desa clan kualitas hidup 

m nusi s -rtn pemmggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dis r. pembnnRunan sarnna dan prasarana Desa, pengembangan potensi 

ekonoml loknl, sertn pcmanfaatnn sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelnnjutnn. Ynng dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan 

Dc..,n ,mtuk pemcnuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan 

pcmcnuhon kebutuhnn gcmerasi Desa dimasa depan. 

Untuk mengopernsionalkan tujuan pembangunan Desa yang 

dlmandotknn oleh Undong-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa 

diprioritoskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan 

belos) tttjunn SDOs Desn sebagai berikut: 

1. Desn tnnpn. kemiskinan dan kelaparan 

SDOs Dc~m 1 : Desa tanpa kemiskinan;dan 

SDOs Desn 2 : Desa. tanpa kelaparan. 

2. De n ekonomi tumbuh merata. 

SDOs Desn 8: pertumbuhan ckonomi Desa mcrata; 

SDOs Desn 9 : infrostruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 

SDOs Dcsn 10: desn tanpa kesenjangan;dan 

SDOs D so 12: konsumsi dan produksi Dcsa sadar lingkungan. 

Dipindai dengar,CemS<:.....,,. 
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" 1 p('du i k l"~l"h t . n 

lx- s.: ._ : ~~ seh t d,rn !!'l<'j nht<"rn ; 

S ,s s., 1 1 : k " . 1n f'('mn1ki mnn De, nmnn rl on n ama n . 

.s. , p("duli lin kunt; n 

~ ,s Des.1 : ~~ a OCrt'nt-rgi tx-rsih dan lcrbaruka n; 

~ JS lx~a 1 : De~ ta ngg p pt"rubaha n ikJim; 

SOGs lks:: H : ~s.'l JX'duli lingkungan laut ;dan 

DGs lxsa 15 : Dcs.'l peduli lingkungan da.ret. 

5. 0(-sa. ~uli pcndidikan 

SDGs (xsa 4 : pcndidik,m Desa berkualitas. 

6. Iksa ramah pcn=mpuan 

SDGs (xsa 5: keterlibatan perempuan Desa. 

7. Iksa berjej aring 

SDG-s Dcsa 17 : lremitraan untuk pembangunan Desa. 

Desa tanggap budaya 

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan;dan 

SDGs Desa 18: lrelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. 

Upaya pen.capaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Panderru 

COVID 19 tidaldab mud.ah, oleh karena itu, penggunaan Dana Desa 2021 

dipriantaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 

(sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi 

asional; ptogram prioritas Nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.10 

(sepuluh) SG-Os Desa tersebut adalah: 

1) Dcsa tanpa kem.iskinan; 

2) Desa tanpa kelaparan.; 

3) Desa sehat stjahtera; 

4) Keteru'batan percmpuanDesa; 

5) Desa berenergi bersihdan tcrbarukan; 

6) Pertumbuhan ekonomi Dcsa mcrata; 

7) Kansumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 

8) Des8 damai berkeadilan; 

9) Kemitraan untuk pembangunan Desa 

10) Kelerobagaan Desa dinamis dan budaya Dcsa adaptif. 

B Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewcnangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Dcsa untuk pemulihan ekonomi Nasional 

sesuai kewenangan Desa meliputi: 

L Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik 

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama clan meliputi: 

Dipindai c1e,_, camsc.,._ 
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a pendirian Bad.an Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik 

Desa Bersama; 

h penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha 

Milik Desa Bersama; 

c penguatan perrnodalan Badan Usaha Milik Desa dan/ atau Badan 

Usaha Milik Desa Bersama; 

d pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Bad.an 

Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan 

dan; 

e. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

l I Pengelolaan butan Desa; 

2) Pengelolaan hutan adat; 

3) Pengelolaan air minum; 

41 Pengelolaan pariwisata Desa; 

5) Pengola.han ikan (pengasapan, penggaraman, pere busan dll); 

6) pengelolaan budidaya ikan air tawar dan air asin. (pembenihan dan 

pembesaran ikan). 

7) Pengelolaan dan pengembangan budidaya temak. 

8) Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove 

dan wisata edukasi); 

9' re iwJc i1aao dan pembe:nihan mangrore; 

10) p:i3tiban ~ ~Offlll temakdan usaha pemasaran temak; 

11) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 

12) pelatihan budidaya ikan (pembenihan dan pembesaran ikan); 

13) usaha pengolahan garam rakyat dan pelatihannya; 

14) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;dan 

15) pengolahan sampah. 

! .kegiatan da1am rangka mewujudkan pembentukan, pengembangan, 

dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik 

Oesa Ben.ama yang sesuai dengan kewenangan Desa termuat dalam 

RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

2 Penye<fiaan listrik Desa 

a pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 

b. pembangkit listrik tenaga biodiesel; 

c.. pembangkit listrik tenaga matahari; 

d. pembangkit listrik tenaga angin; 

c. instalasi biogas; 

Dipindai c1e,_, camsc.,._ 



C jnrin llll distribusi ten •, lis tri k (lmk n d ,ri Peru~ h n l.i~trik 

Nq ,1am ); 

R· Inst lnsi Hs t ri k ba~i krhrnrttn r um nh tn n t-t~n ku rn n ~ m mpu , d n 

h k~at ,m tfo lam ,\t\~k11 mrw, ljudkrn pen t('(lin n Ii trik De 1 ' ng 

sesu. i drn~an krwrn m ~llll Dr. 1 lrrh rnnR dn l m R..:PD d n 

d ipu tusk m dnl un Musynwnr: th Ors , . 

~~mb mgnn \1$.'\h n t-' konom i produkti f 

ll. JXm bangunan u sHhn lx- rsknln produkt if di bid ng pert man. 

perkebunan, petemnknn dnn/nt nu pcriknnnn yang difoku knn pnd 

pembentuka n dnn pcngcmbnngnn produk ungguJan Des d on /ntnu 

perdesnnn; 

h pengembangan jasa serta usa hn industry kecil dan /e tau industri 

rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan Desa dan/ atau perdesaan; 

c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk 

unggulan Desa dan/atau perdesaan; 

d pendayagunaan perhutanan sosial; 

e pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; 

C. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan;dan 

g kegiatan dalam rangka mewujudkan pengembangan usaha ekon om.i 

produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa 

tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

C. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 

kewenangan Desa meliputi: 

1. PendataanDesa 

a pendataan potensi dan sumberdaya pernbangunan Desa; 

h pendataan pada tingkat rukun tetangga; 

c. pendataan pada tingkat keluarga; 

d pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan, data terpadu 

kesejahteraan sosial (DTKS); 

e pendataan penerima bantuan sembako, penerima bantuan iuran 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penerirna bantuan program 

keluarga harapan (PKH), penerirna bantuan sosial tunai (BST); dan 

penerima bantuan social lainnya; 

f . kegiatan pengadaan papan data Pemerintah Desa; 

g kegiatan dalam rangka pendataan Desa sesuai dengan kewenangan 

Desa, tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam Musyawarah 

Desa. 

2 Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa 

Dipindai c1e,_, camsc.,._ 
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a. penyusunan peta potensi dun sumber daya pembangunan Desa; 

h pemutakhiran peta polensi dan sumber daya pembangunan Desa; 

c. kegiatan pemetaan potensi don sumber daya pembangunan Desa 

sesuni kewenangan Deso tertian dalam RKPDcsa dan diputuskan 

dalam Musyawarah Desa. 

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

a pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system administrasi 

keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang clisecliakan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi dan Kementrian Dalam Negeri; 

h pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system informasi 

Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis 

aplikasi cligital;dan 

d pengadaan saran.a/ prasarana telmologi informasi dan komunikasi 

berbasis aplikasi digital meliputi: 

1) tower triangle dan mobile repeater (penguat sinyal/pemancar); 

2) pengadaan komputer; 

3) Smartplwne;dan 

4) langganan internet. 

e. kegiatan dalam rangka pengembangan, pengelolaan dan 

pengintegrasian telmologi informasi dan komunikasi sesuai dengan 

kewenangan Desa, tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan 

dalam Musyawarah Desa. 

4. Pengembangan Desa wisata 

a pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana Desa wisata; 

h promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis 

digital; 

c. pelatihan pengelolaan Desa wisata; 

d pengelolaan Desa wisata; 

e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata;dan 

i kegiatan dalam rangka pengembangan Desa wisata sesuai dengan 

kewenangan Desa tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan 

dalam Musyawarah Desa. 

5. Penguatan ketahanan pangan 

Dip1n<1a1<1et1gancamscanner 
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I l 1.1lh \I\ li111lhh \IH d11n\lfli\h11p~rt1111l11n; 

f. 1r I\ t I t I ' "H' 11\hllllt\lll\ k lompol< lnnl (peny11luhun, bantuan saprodi 
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• I n.:, mhonHH\\ k11wn1rnn pnnJ.{nn lefltnrl (pemanfru1tnn pekarangan); 

h , " •~ 1tl\11 mnlo H/nu:un~nhu (pemburn hamo). 

K,--~1 Hun ,lun huntuan pelaksonaan humaha heuba/humasa seubel 

mf'luh1l k . l()mpok tanl produktlf. 

. Krgl tan dal"m rangka penguat.an ketahanan pangan sesuai dengan 

k we1rnngan Desa t.ertuang dalam RKPDesa dan diputuskan dalam 

Muityawarah Defla, 

(\ ITIWC"gahan stunting dlDesa 

a. pen~ lolaan advokasl konvergensi pencegahan stunting di Desa 

drngan menggunakan aplikasi digital electronic- Human 

A!~lopment Worker (e-H DW); 

b. pemberhm ineentlf untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader 

posyandu dan pendldik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 

c. tlndakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui 

rurnah Desa sehat/forum kesehatan desa (FKD); 

d. sosiallsa l pencegahan stunting; 

e. 011lnll111utl dan advokasi eanitasi total berbasis masyarakat; 

f. pengadann dnn pemberian makanan tambahan (PMT) bagi lbu Hamil 

dan menyusul poda 1000 harl pertama kehidupan dan balita. 

g. PenlnRkntan knpa11ltas kadcr posyandu; 

h. penlngkntan kapa11ltaa Kader Pembangunan Manusia (KPM); 

I. pengndnnn sarana prasara.na posyandu dan poliklinik desa (PKD) 

J. memberikan lftyanan penlngkatan layanan kesehatan, peningkatan 

gii l dnn penga uhan anak melalul kegiatan: 

1) ke11ehatan lbu don anak; 

2) kont1ellng gizi; 

3) air bentlh da.n sanitasl; 
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4) perlindungan social untuk peningkatan askes ibu hamil dan 

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehata.n dan 

administrasi kependudukan; 

5) peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengadaan Alat 

Peraga Edukasi (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 

6) fasilitas pendidikan tentang pengasuhan anak atau Bina Keluarga 

Balita melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa; 

7) Pengadan fasilitas Pustaka Desa seperti gedung pusta.ka, Jemari 

atau rak buku, meja dan kursi baca, buku bacaan, komputer 

dan jaringan Internet; 

8) fasilitasi gerakan kembali bersekolah (GKB) tennasuk Anak Tidak 

Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS); 

9) pengasuhan anak dikeluarga termasuk pencegahan perkawinan 

anak;dan 

10) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa 

untuk pembangunan kandang, kolam dan bebun (3K) da1am 

rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu 

hamil, ibu menyusui, balita dan anak usia sekolah. 

k. kegiatan dalam rangka mewujudkan Desa inklusif yang sesuai 

dengan kewenangan Desa tertuang dalam RKPDesa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

7. Pengembangan Desa inklusif. 

a kegiatan pelayanan dasa runtuk kelomJX>k marginal dan rentan yaitu: 

perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, 

disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan 

lainnya; 

h penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok 

marginal dan rentan; 

c. pemberian bantuan hukum bagi kelomJX>k marginal dan rentan; 

d penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan local unruk 

membentuk kesalehan social di Desa;dan 

e. kegiatan dalam rangka mewujudkan Desa inklusif yang sesuai 

dengan kewenangan Desa tertuang dalam RKPDesa dan diputuskan 

dalam Musyawarah Desa. 

8. Pcningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat 

Desa 

a peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD), Pembcrdayaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Karang Taruna. 
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h pcningknt on knpnsitns kclompok pmdukt if mosyora kot. 

c. pcningkotnn knpusilns l<nd r (l<odcr Pcmhcrdnynun Masya rakat Dcsa, 

Kndcr P ml>nnRunnn Mnnusin , l<udcr Tcknik Dcsa, Kader Pos 

P lnynnnn Tcknologi dnn Kuder Dino Kcluargu Balito). 

d. Pcningknlnn kn pnsitus upornlur Pcmcrintah Deso. 

c. Sosinlisusi pernturnn pcrundong-undongan. 

f. Kegiata n peningkntan kopasilns sesuai dengan kewcnangan desa , 

tertuang dolam RKPDes dnn diputuskan dolam Musyawarah Desa. 

9. Kesiapsiaguan Desn Dalum Penccgahnn Bcncona Hidro meteorologi 

a arahan pelaksanunn kcgiatan antisipasi bencana angin, banjir dan 

longsor: 

1. membersihkan saluran air, memperkuat penahan banjir dan 

longsor, membuat/memperbaharui tandajalur evakuasi dan lain

lain dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). 

2. mendata warga desa yang tinggal dilokasirawan bencana, seperti 

di bantaran sungai, diatas tebing, dibawah tebing, perbukitan 

yang gundul dan lain-lain. 

3. menyediakan lokasi penanganan korban bencana di dekat daerah 

rawan bencana, agar memudahkan dan mempercepat proses 

evakuasi 

h pemanfaatan dana desa untuk kesiapsiagaan bencana hidro 

meteorologi. 

1. kegiatan upaya untuk mengurangi. resiko bencana (mitigasi) saat 

pra bencana (pelatihan sadar bencana, pelatihan kebencanaan, 

pembangunan jalur evakuasi dan sebagainya.) 

2. kegiatan evakuasi, pengungsian, dan dapur umum, pada saat 

bencana atau tanggap darurat (pembelian tenda pengugsian, 

pembelian bahan makanan darurat, pembelian perlengkapan 

seperti selimut, popok dansebagainya.) 

3. kegi.atan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti membangun fasilitas 

um um yangroboh. 

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa 

meliputi: 

1. Desa Aman COVID-19 

a Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya: 

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru: 

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika keluar rumah; 

Dlplndal diongen c.msc-
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1,) 1t; nJ11pot h::mpul c: 11 •i lunv,un p:ilwi sabun dan air mcngaJir yang 

lup psikul di ctiap tempal umum, antara lain di depan 

wnrunH, toko, don )QttpaKar, di tcmpat ibadah, tcmpat 

peluyun11n umum Kcpcrti balai Dcsa, poskesdes, dan lain

luin;clun 

c.:) Kc nantiimu jeJga jurak dala m setiap aktivitas diruang umum clan 

didolum ruangan. 

2) rncrnwat Kebagian ruang isola1d Desa agar sewaktu-waktu siap 

digunekan kctika dibutuhkan. 

3) mempertahankan pos jaga Desa guna: 

a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa; 

b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang 

keluar masuk Desa; 

c) mendata clan memeriksa warga yang baru dating dari 

rantau;dan 

d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa 

yang kurang sehat untuk karantina mandiri. 

4) sosialisasi dan ceramah tentang penanggulangan kemiskinan clan 

COVID-19 oleh Da'i. 

b. Transfonnasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa 

Aman COVID-19dengan struktur sebagai berikut: 

1) ketua : Kepala Desa 

2) wakil : Ketua Badan Pennusyawaratan Desa 

3) anggota: 

a) perangkat Desa; 

b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

c) kepala dusun atau yang setara; 

d) ketua rukun warga; 

e) ketua rukun tetangga; 

1) pendamping lokal Desa; 

g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 

h) pendamping Desa sehat; 

i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa; 

j) bidan Desa; 

k) tokoh agama; 

l) tokoh adat; 

m)tokoh masyarakat; 

n) karang taruna; 

o) Pcmberdayaan Kescjahteraan Keluarga (PKK);dan 

Dipindai dengonc..mscaone,-
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) pc11d11 rnpl11r, fJc 11 . 

5) Tugos rclowan .De 11 11rr11 i11 COVIi) - l'J: 

o) mclokukon !'IO iu li II I tcr1 t11111-t 111f11 pf11 tt kd ,111 "''" t,11 , " ,JJ I>,. 11 

untuk hcrd i iplin 111c11J11lu11k1111 1m,t11k,,J kr:H1:J11,tm, y11 l1 11 : 

memnkni mul'lk r,mcnJuv;1 j11rnk,du11 cud tsinv,u11 ; 

b) mendatn pcnduduk rcnt,m uklt,nepcr-t l (Jf'IJt1Y,fLJ:1, f>:,llt:,, N,r;ffs, 

orang yang mcmillki pcnyuklt me11ohun, J}r,11y11klt tr, t11p, 

dan pcnyakit kronis foJnnyu, ,ic,-t<, rncndu tu kt li.»•ry;, yonK 

berhak mendapat manfaat awn herbav;Ji kct,ij11Jw n tuJwlt 

jaring pengamanan social dari Pcmerin tah Pu rwt rmwpun 

daerah, baik yang teJah maupun yang bclum m~erirrw;dan 

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika dipcrJuka n, 

menyediakan ternpat cud tan.gan dan/atau caJran p-!mbenih 

tangan (hand sanitiur} djtempat umum. 

BABJIJ 

PENETAPAN PRJORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A KewenanganDesa 

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan pe-raturan De8a 

mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak A8al- Usu) dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

B Swakelola 

l Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus 

dilaksanakan secara swakeJoJa oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan 

Menteri Desa Pembangunan Daerah TertinggaJ dan Transmigrasi Nomor 

17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemban.gunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 

... Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 

2 Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat 

mela.kukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa m Desa. 

DiplndaidenganCamSc~ 



27 

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya : studi 

banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan 

kapasitasbadan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa 

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar 

Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga. 

C Padat Karya Tunai Desa 

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola 

Padat Karya Tonai Desa (PKTD); 

2 pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, 

perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta 

anggota masyarakat marginal lainnya; 

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari 

total biaya perkegiatan yang dilalrukan menggunakan polaPKTD; 

4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; 

5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tonai Desa (PKTD) dikelola dengan 

menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-

19,meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarakaman antara satu 

pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa 

yang sakit dilarang ikut bekerja diPKTD;dan 

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain: 

a pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan 

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanam.an pangan dan 

perkebunan; 

~ pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran 

dan lain-lain; dan 

~ penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan 

perkebunan. 

b. restoran dan wisata Desa 

1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desabersama; 

~ kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa 

dan/ atau badan usaha milik Desa bersama;dan 

~ membuka partisipasi warga untuk berusaha dilokasi-lokasi wisata. 

c. perdagangan logistik pangan. 

1) pemeliharaan bangunan pasar; 

~ badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa 

bersama be.rperan sebagai pengumpul (aggregator) untuk membeli 

komoditas Desa untuk dijual kembali dipasar yang lebih luas; 

Dipindaidengonc..mscaone,-
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~ Badan Usaha Milik Desa dan/ a tau Badan Usaha Milik Desa 

Bersama memberikan taJangan kepada petani dan pengusaha kecil 

untuk melakukan produksi; dan 

4J tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/ atau 

Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang 

menguntungkan di Desa. 

d perikanan 

1) pemasangan atau perawatan keramba bersama; 

~ bagi hasil budidaya ikan air tawar dan air asin melalui Badan 

Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;d an 

~ membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan 

ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/ atau 

Badan Usaha Milik Desa Bersama. 

e. petemakan 

I) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 

~ penggemukan temak bersama dengan sistem bagi hasil yang 

dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik 

Desa Bersama;dan 

~ kerja sama Badan Usaha Milik Desa clan/ atau Badan Usaha Milik 

Desa Bersama dan petemak dalam pemanfaatan kotoran ternak 

untuk pupuk organik. 

f. industry pengolahan dan pergudangan untuk pangan ; 

1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/ atau 

Badan Usaha Milik Desa Bersama; 

~ perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa 

dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan 

~ penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui 

dana Desa. 

n Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian 

terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan 

pada upaya pemulihan ekonomi Nasional, program prioritas Nasional, dan 

adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang 

diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah 

sebagai berikut: 

Dipndaideogan CllmScanner 
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l. bcrd \snrkun pcrmnsnlnhnn d un potcn i I n lc:winn ma o lnh · an ad 1 

Dcsn dit ilih rottrnm/kc-gintnn yung µ uH n ~ d lhutu hksrn m o ur kf'I D 

dun ong tt ling bcsnr kr munfo utunnyu u11t11k rn11 ~yAr11 kAt De a hingg 

Dano Deso clilmm1g un1uk cl ibagi ru tn ; 

pro:rrnm dun / ntnu krgintnn a ng dir n anakon hor 1s I bih ban k 

melibatka n rnusynrnkut Ocsa khu s u s nyu Podat Ka.rya 1' n i D 

(PKTD) ; 

3. program dun/atau k iutnn yang dir nconoka n harus dilaksanakan 

seca~ swa k.· Iola d n a n m nggunukon wnberdaya yang ada cti De a 

dan tidak dik.· Iola dart a.tau dilaksanakan oleh p ihak ketiga. 

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya 

keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang;dan 

5. program dan/ atau kegiatan yang direncanakan harus d ikelola secara 

partisipatif, transparan dan akuntabel. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui 

aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan 

ketentuan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau 

dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, 

maka pembangunan Kantor Kepala Desa, balai Desa dan/ atau tempat ibadah 

tidak diperboleh.kan. Kecuali pembangunan/rehabilitasi lanjutan dan/ atau 

yang tidak terlaksana tahun anggaran 2020 

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 

l Keterbukaan infonnasi pembangunan Desa 

Desa menginfonnasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal~hal 

sebagai berilrut: 

a data Desa serta petapotensi dan sumber daya pembangunan Desa; 

b. dokumen RPJM Desa; 

c. program/ proyek masuk Desa; 

d besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; 

clan 
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e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi 

nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru 

Desa yang mendukung SDGs Desa. 

2 Musyawarah dusun/kelompok 

a warga desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa 

berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh desa melalui 

berbagai forum diskusi. 

b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKPDesa 

menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusi

kan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang 

diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa;dan 

d hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam 

Musyawarah Desa. 

3. Musyawarah Desa 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati 

dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam 

Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman 

dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. 

A Publikasi 

BAB IV 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah 

Desa kepada masyarakat Desa di ruang public yang dapat diakses 

masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan 

melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas 

Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui: 

1. baliho; 

2. papan informasi Desa; 

3. media elektronik; 

4. media cetak; 

5 . media sosial; 

6 . website Desa; 

7. sclebaran (leaflet); 

8. pengeras uara diruang publik;dan 

9 . media lainnya scsuai dengan kondisidi Dcsa. 

Dlplndal diongen c.msc-



JI 

B. Pt'lnpornn 

l. Pelapornn Prioritns Pcn~unnnn Dano De. o dike.Iola dcng:m 

menp;gunnknn aplikosi system informu si De o yong cJiscdiaka n oleh 

Kem nterinn Desn, P mbungunun Docrnh Tcrtinggal, dan Tran smig.ra i 

dan Kementrian Datum Ncgeri 

2. Bn.gi Dcso.-Desn yung Lidok memiliki a kses internet sehingga tldak dapal 

menggunnkan a pliknsi system informasi DeRa secara online, dapat 

melakukan pela poran Prioritas Penggunaan Dana Desa sccaia ofjline 

dengan difasiJitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. 

BABV 

PEMBINMN 

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 

dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan 

aplikasi system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

2 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan 

kepada Desa melalui mekanisme online. 

3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintab 

Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat 

secara online. 

4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan 

menggunakan mekanisme system peringatan dini dan system tanggap dini 

yang dikelola secara tersentralisasi. 

5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian 

Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kantor Staf 

Presiden (KSP), sebagai berikut: 

a . Layanan telepon : 1500040 

b. Layanan SMS center : 087788990040, 081288990040 

c. Layanan Whatshapp : 087788990040 

d. Layanan PPID Biro yang membidangi hubungan 

Masyarakat Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah tertinggal dan 

Transmigrasi 

Dlpindal dengancamScanner 
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e. Layanan Sosial Media 1) @Kemendesa (twitter) 

2) Kemendesa.1 (facebook) 

3) kemendesaPDIT (instagram) 

4) sipemandu.kemendesa.go.id dan 

5) website http: (LAPOR 

Kantor Staf Presiden (KSP)). 

Dlplndaldlngar,CemSc__, 




